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[bookmark: _Toc136631624]BAB I
PENDAHULUAN

1.1. [bookmark: _Toc136631625]Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian suatu negara memerlukan peraturan sumber ekonomi yang tersedia agar dimanfaatkan secara terarah dan terpadu, peraturan tersebut di perlukan pemerintahan daerah yang akan menggerakan potensi ekonomi agar berhasil secara optimal dalam pembangunan fisik kota/kabupaten termasuk pembangunan perekonomian dan penataan pembangunan kota/kabupaten yang merupakan salah satu tujuan pemerintah baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah.
Kawasan di kota-kota kecil (Kabupaten) saat ini telah tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun non fisik serta cenderung menimbulkan permasalahan lingkungan, tata ruang dan sosial sebagaimana kota-kota besar. Terlebih lagi dikarenakan menjamurnya pedagang kaki lima yang tidak ditertibkan. Permasalahan yang timbul kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir bahu jalan dapat memicu kemacetan. Kemudian, trotoar berubah fungsi. Trotoar yang pada awalnya sebagai lalu lintas pejalan kaki untuk menikmati suasana kota dan taman kota yang berfungsi memperindah suatu kota berubah fungsi menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima, yang memperbutuk wajah kota. 
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[bookmark: _GoBack]Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yng dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.
Menurut Edward III dalam bukunya yang berjudul Implementing Public Policy (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan kompleks dengan begitu banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adapun model mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III itu mencakup empat faktor atau variabel di mana masing-masing faktor memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
 Pedagang kaki lima adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, atau gerobak) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. 
Keberadaan pedagang kaki lima yang menjadi alternatif lapangan pekerjaan membuat angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif murah dari toko atau restoran. Namun keberadaan pedagang kaki lima selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para pedagang kaki lima dianggap sebagai kegiatan liar karena menganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan, badan jalan, area parkir, ruang-ruang terbuka, taman-tamaan, dan terminal sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyebrang jalan sembarangan.
Dalam penelitian sebelumnya tentang implementasi kebijakan pedagang kaki lima (pkl) bahwa salah satu faktor penghambat dalam penertiban PKL yaitu kurangnya kesadaran para PKL untuk menaati peraturan yang ada. Perlu adanya pendekatan secara humanis dan berkesinambungan sehingga PKL bisa menyadari apa yang harus mereka lakukan (Dewi Citra Larasati, 2021)
Meski sudah diresmikan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang beberapa diantaranya berisi tentang (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL, (2) Fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun pada realitasnya Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap beraktivitas di tempat terlarang dan tidak mempunyai surat izin berjualan yang memunculkan permasalahan sosial serta area yang mengusik kedisiplinan serta ketentraman warga. Melihat fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menetap di daerah kota/kabupaten Cirebon khususnya di Jalan Fatahillah Kecamatan Weru, atau lebih tepatnya pinggiran jalan menuju lampu merah Weru, ternyata keberadaaannya dapat dijadikan sebagai salah satu fungsi potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan, ketertiban dan keindahan agar keberadaaannya tidak merugikan pihak lain.
Oleh karena itu, maka kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut harus diimplementasikan. Permasalahan tersebut telah sepatutnya lebih ditertibkan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon agar tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan tercapai. 
Berbagai permasalahan yang ditemukan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Cirebon, masalah tersebut diantaranya :
1. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terlalu banyak dan tidak teratur sehingga menimbulkan kemacetan, apalagi jalan Fatahillah tersebut jalan utama yang biasa dilewati para pengguna jalan. 
2. Fasilitas umum seperti bahu jalan dan trotar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, berubah fungsi menjadi lapak Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang menjaga kebersihan lingkungannya.
Dalam pembahasan di atas yang telah dijelaskan, penulis tertarik membuat judul skripsi yaitu “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Ketertiban di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Weru)”
1.2. [bookmark: _Toc136631626]Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon belum optimal dalam menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Jalan Fatahillah Weru. Adapun beberapa pertanyaan mengenai masalah yang dikaji, yaitu :
1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Weru?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dalam proses penertiban pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Weru?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah penertiban pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Weru? 
1.3. [bookmark: _Toc136631627]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. [bookmark: _Toc136631628] Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang ada di Jalan Fatahillah Weru.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada proses penertiban pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Weru.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi masalah mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Weru.
1.3.2. [bookmark: _Toc136631629] Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan juga praktis:
1. Kegunaan Teoritis

a) Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian pada bidang Implementasi Kebijakan Publik.
b) Untuk menambah literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Weru).
2. Kegunaan Praktis

a) Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi bermanfaat kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dapat mengimplementasikan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon.
b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi serta membangun pemikiran dalam bentuk kritikan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon.




